
 
 

 
 

BUPATI MADIUN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR  24 TAHUN  2017 
 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 
 

Menimbang : bahwa sebagai  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  9  Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran   Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950    

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);  

 

  2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

1999   Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 

 

7. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Tahun  

2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4502); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara  Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ; 

23. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor   3 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 

Nomor 3 Seri A); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2016 

tentang   Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 4 Seri A); 

27. Peraturan Bupati Madiun Nomor  19 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 

 

Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

a. PENDAPATAN 

     1.  Pendapatan Asli Daerah   Rp. 163.635.265.620,91  

   2.  Dana Perimbangan  Rp. 1.286.874.686.970,00 

 3.  Lain-lain Pendapatan Yg Sah Rp.      276.802.747.338,00 

    JUMLAH PENDAPATAN Rp1.727.312.699.928,91 

b. BELANJA 

     1.  Belanja Tidak Langsung  

          a)  Belanja Pegawai Rp 822.748.928.632,00 

 b)  Belanja Subsidi Rp 473.435.500,00 

c) Belanja Hibah Rp.   24.771.505.000,00 

d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.580.000.000,00 

e) Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/ 

 Kota dan Pemerintah Desa Rp. 3.476.552.300,00 

f) Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/ 

Kab/Kota dan Pem. Desa Rp. 232.041.072.220,00 

g) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 

    Jumlah  Rp 1.089.091.493.652,00 

2. Belanja Langsung 

 a) Belanja Pegawai Rp 24.043.309.450,00 

  b)  Belanja Barang dan Jasa  Rp 277.146.792.127,96 

   c)  Belanja Modal Rp 443.808.272.889,93  

     Jumlah  Rp    744.998.374.467,89 

    JUMLAH BELANJA Rp1.834.089.868.119,89 

    Defisit (Rp.  106.777.168.190,98) 

 

c. PEMBIAYAAN 

1. Penerimaan  Rp.254.040.047.943,34 

2. Pengeluaran  Rp.  26.798.000.000,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto Rp.  227.242.047.943,34  

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.  120.464.879.752,36 
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Pasal 2 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Madiun ini. 

 
Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Madiun ini. 
 

Pasal 5 
Lampiran-lampiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini. 
 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 
 

 

 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 25 TAHUN 

2014 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 24 TAHUN 2017 
 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

 
WIDODO, SH, M.Si. 
Pembina Tingkat I 

NIP.19611215 198903 1 006 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal   13  Mei 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Madiun  

pada tanggal  30 Agustus 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI MADIUN, 

 
Ttd 

 

MUHTAROM 

Diundangkan di Madiun 

Pada Tanggal 30 Agustus 2017 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
 

Ttd 
 

Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590802 198603 1 013  
 BUPATI MADIUN 

 
Ttd. 

DJUNAEDI MAHENDRA, SH, M.Si 
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Diundangkan di Madiun 
Pada Tanggal 30 Agustus 2017 

 
Plh. SEKRETARIS DAERAH 

 
 
 

Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si 
    Pembina Utama Muda 
NIP. 19590802 198603 1 013  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR  24 TAHUN 2017 


